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ABSTRAK 

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM 
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 

(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) 

Na m a 

N P M  

: Herikson Parulian Siahaan 

: 141803072 
Program : Magister Hukum 
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum 
Pembimbing II: Muaz Zul., SH., M.Hum 

Peran kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana termasuk: salah 
satunya tindak pidana korupsi sangat penting dan sangat urgen. Tetapi disebabkan 
tingkat sarana dan prasarana polisi juga terbatas serta dibutuhkannya alat buk:ti 
dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka dalam kaitan ini Penyidik Polri 
juga membutuhkan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan 
tugas audit investigasi. Kenyataan ini memberikan konstribusi bahwa kerjasama 
antara Kepolisian dengan lembaga lainnya sangat penting khususnya dalam 
menemuk:an kebenaran terhadap suatu hal yang diperkirakan berindikasi 
merugikan keuangan negara atau telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana 
korupsi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi bagaimana 
pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, bagaimana 
kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana 
kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di 
wilayah Polda Sumut. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan 
peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam 
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari kesemua pengaturan 
tersebut menjelaskan bahwa Penyidik tennasuk dalam kasus tindak pidana korupsi 
adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kewenangan kepolisian dalam 
penyidikan tindak pidana korupsi adalah wewenang penyidikan terhadap tindak 
pidana korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang 
dilakuk:an oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, wewenang 
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak mendapat perhatian 
masyarakat atau wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang 
menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00. Kendala yang 
dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda 
Sumut adalah sulitnya pembuktian serta adanya peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang ijin/persetujuan yang hams dimohonkan/diajuk:an baik oleh 
Polri maupun oleh Kejaksaan terlebih dahulu kepada Pejabat/Instansi tertentu 
dalam tindakan pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu. 

Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan, Korupsi 
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ABSTRACT 

POLICE ROLE IN ESTABLISHMENT CORRUPTION 
(Studies in North Sumatra Regional Police) 

N a m e  
NP M 

: Herikson Parulian Siahaan 
: 141803072 

Program : Master of Law 

Academic adviser I : Dr. Marlina, SH., M.Hum 
Academic adviser II: Muaz Zul, SH., M.Hum 

The role of the police in disclosing a criminal offense including one of 
corruption is extremely important and very urgent. But due to the level of facilities 
and infrastructure of the police are also limited and the need for disclosure of 
evidence in corruption then in this connection Investigator Police also need other 
agencies that have competence in the conduct of an audit investigation. This fact 
contributes that the cooperation between Police and other agencies are extremely 
important, especially in finding the truth about something that is expected to 
indicate the state financial harm or there has been an incident of corruption. The 
problems raised in this research include how setting role of the police in the 
investigation of corruption, how the authority of the police in the investigation of 
corruption and how the constraints faced by the police in the investigation of 
corruption in the region of North Sumatra Police. The results of research and 
discussion describes setting up the role of the police in criminal investigations of 
corruption are found in Act No. 8 of 1981 On Criminal Procedure Code, Act No. 
31 Year 1999 on Corruption Act as amended by Law No. 20 of 2001 and Act No. 2 
Year 2002 on the Indonesian National Police, which of all of the settings explained 
that the investigators included in the corruption case is the State Police of the 
Republic of Indonesia. The authority of the police in the investigation of corruption 
is the authority investigations of corruption cases which do not involve law 
enforcement officers, state officials, and others that are related to Corruption 
committed by law enforcement officers or state officials, authorized an 
investigation into corruption that does not get people's attention and or authorize 
investigations against corruption involving state losses of less than 
Rp.1. 000. 000. 000, 00. Constraints faced by the police in the investigation of 
corruption in the region of North Sumatra Police is the difficulty of proof and the 
existence of legislation governing permits I approvals must be filed I submitted 
either by the police or by the Prosecutor prior to the Officer I Agencies certain 
actions calling I examination of witnesses I suspects particular. 

Police, Investigation, Corruption 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tuntutan terhadap paradigma good governance dalam era globalisasi 1111 

meliputi seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance 

ndiri dapat diartikan terlaksananya tata ekon�mi, politik. dan sosial yang
. 
baik.1 

Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih 

an responsif (clean and responsi�e state). semaraknya masyarakat sipil (vibrant 

il•i/ society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate 

overnance) bukan merupakan 1mpian lagi. Lembaga-lembaga donor 

rnasional seperti World Bank. IMF dan ADB juga menuntut ditegakkan 

aradigma good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan dari 

reka. termasuk Indonesia.2 Tuntutan ditegakkan good governance bagi 

In onesia merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan dan dicapai. 

Salah satu ha! yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai good 

O\'ernance adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam 

rbagai aktivitas baik aktivitas sosial. politik dan ekonomi serta penegakan 

hu ·um. Salah satu indikator adanya keterbukaan dan akuntabilitas tersebut adalah 

ingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang te�jadi dalam aktivitas ekonomi 

berbagai tingkatan pelaku ekonomi. Tingkat keterbukaan dan akuntabilitas 

1 Rochman Achwan, "'Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21 ··. Kompas. Rabu 
_ Juni :2007. ha!. 3 

" Asian Development Bank (ADB). '"Good Governance and Anticorruption: The Road 

Forwa for Indonesia'', Paper, Presented at Eight Meeting of the Colsultative group on Indonesia. 

_ '""-_8 July 1999. Paris. France, ha!. I :2. 

diartikan terlaksananya tata ekon�mi, politik. dan sosial yang

good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang 

(clean and responsi�e state). semaraknya masyarakat sipil 

dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good 

bukan merupakan 1mpian lagi. Lembaga-lembaga 

seperti World Bank. IMF dan ADB juga menuntut ditegakkan 

good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan 

termasuk Indonesia.2 Tuntutan ditegakkan good governance 

merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan dan dicapai. 

satu ha! yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai 

adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas 
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dari aktivitas ekonomi maka seharµsnya semakin rendah pula kemungkinan KKN 

yang terjadi. 

Fungsi dan peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di 

\\ ilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Po Ida Sumut) dan 

menempatkan kepolisian menjadi salah satu "pllars of integrity'' dalam gerekan 

anti korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara. 

Secara objektif harus diakui bahwa Pernerintah Indonesia telah berupaya 

untuk menunju terciptanya good governance. Upaya tersebut dapat dilihat dari 

kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sejak pertengahan tahun 1980-an. 

Deregulasi diarahkan dengan mengurangi dan atau menghi langkan berbagai 

eraturan yang dirasa mengharnbat kegiatan perekonomian. Secara khusus 

emerintah menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat kegiatan ekspor. 

Berbagai kebijakan deregulasi di bidang ekonorni nampak jelas rnenunjukkan 

orientasi pemerintah yang berubah dari inward oriented menunju outward 

oriented. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pengembangan sekitar industri 

J ga diarahkan untuk produk-produk untuk tujuan ekspor:1 

Kebijakan debirokratisasi dilakukan dengan cara mengurangi atau 

emangkas proses birokrasi. Contoh proses perIJman diperpendek dan atau 

rmudah. Dengan kebijakan tersebut masyarakat atau investor diharapkan 

rnperoleh kernudahan untuk rnernperoleh 1.1111 untuk melakukan kegiatan 

'Onom1. Pemerintah .1uga rnengembangkan sistem adrninistrasi satu atap 

3 Y. Sri Susilo, "Mampukah lkatan Akuntan Indonesia (JAi) Menjadi Salah Satu Pillars If 
Im grity"". http://www. transparansi. or. idlurtikellarikel _pk!artikel _ 02. html. Diakses tanggal 25 

2015. 

Secara objektif harus diakui bahwa Pernerintah Indonesia telah 

menunju terciptanya good governance. Upaya tersebut dapat dilihat 

deregulasi dan debirokratisasi sejak pertengahan tahun 

diarahkan dengan mengurangi dan atau menghi langkan 

yang dirasa mengharnbat kegiatan perekonomian. Secara 

menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat kegiatan 

kebijakan deregulasi di bidang ekonorni nampak jelas rnenunjukkan 

pemerintah yang berubah dari inward oriented menunju 

Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pengembangan sekitar 

diarahkan untuk produk-produk untuk tujuan ekspor:1 ekspor:1 ekspor:
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